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TENTANG

PI$UITJI'KAIT BEITDAHARA PEIIGILUARAIT
PTMTRIIYTAII DAERAII I(ABUPATEN IIAI,MAIIERA BARAT

TAIIUil AfrGGARAN 2016

BTIPATI IIATMAIITRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) huruf f dan Pasal
224 Perat:.tran Menteri Dalam Negeri Nonnon 18 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
untuk kelancaran serta tata tertib administrasi dalam
pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Flarat,
dipandang perlu menunjuk Bendahara pengelua::an
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2OL6;

b. bahwa Saudara SAIIUEL R. IIULISELIIN, SE, yang
diusulkan sebagai Bendahara Pengetruaran peneerintah
Daerah Kabupaten Halrnahera Barat, dianggap cakap,
mampu dan memenuhi syarat serta merniliki |s6mpetensi
untuk melaksanakan tugas sebagai kebendaharaan dan
bertanggung jawab dalarn pengelolaan dan penatausahaan
keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagainnar,la dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Br.lp,ati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pemerintah
Daeratr Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
20L6.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Peaetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah*daerah Swataatra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undanyundang 8 Tahun 1..974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;

3. Undang*undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun Lggg tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Eiarat:'
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4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA3 tentang
Pembentuka, Kabupaten Haimahera utara, Kabupatei
Halmahera Selatan, I{abupaten Kepulauan Suia,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo} tentang Keuangan
Negara;

6. Undang-undang Nomor
Perbendah ar aarr Negara;

7. Undang-undang Nomor
Perimbangan Keuangan
Daerah;

8. Undang-undang Nor,nor
Pemerintahan Daerah;

1 Tahun 2OO4 tentang

33 Tahun 2OO4 tentang
antara Pemerintah Pusat dan

23 Tahun 2AI4 tentang

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang Dana
Perimbangan;

lo.Peratrrran Pemerintah Nomor s8 Tatrun 2oos tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12-Peraturan Daerah Kabupaten Hal,ahera Barat Nomor ..'!...
Tahun 2OL6 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Hatmahera Barat Tahun Anggaran 2016

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Halmah era Barat;

Surat Usulan Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Barat
Nomor : 9OO/436/BPKAD/2015 tanggal, IZ Desember
2075, Perihal: Usulan Bendahara.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Saudara SAMUEL R. HULISELAN, SE NIp.
19821013 2O11O1 1 O02, Pangkat penata Muda Tingkat I,
Golongan III.b, staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Bendahara
Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2076

Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana
dimal<sud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab
kepada Kepala SKPKD selaku BUD.
Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara pengeluaran
Pemerintah Daerah sebagaimala dimaksud Diktum
Kesatu, tercantum sebagai berikut :

KETIGA

J
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SPECIMEN
BENDAI{ARA PENGELUARAN PEMERINTAH DATR.AH

KABUPATEN I{ALMATIERA BARAT

TA}IDA TANTGA}V PARAF

b

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : g )Ak1an" 2OL6

PEJABAT P}RAF

Sekretaris Daerah f
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum

74
Kepala DPKAD h/
Kabag. Hukum & Orgs 'uv

BUPATI I{ALIT,IAHERA BARAT,

''r*/ue(mo H. RoBA

Ternbusan.' Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Perneriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utana di Ternate,
4. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya


